PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR“T;V R

Iy Menlmbang a:

_,.‘vPembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam'.;....‘ij,-v ;

BUPATI KARANGANYAR
PROVIN SI JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2019
' TENTANG '

o DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
L BUPATI KARANGANYAR

‘bahwa dengan telah dlundangkannya Peraturanf'ii;_':‘ s

g "Menterl Dalam Negerl Nomor 67 Tahun 2017 tentang'j '_::vi;:

’ ‘Perubahan atas Peraturan Menterl Dalam Negenff

,:Nomor 83 Tahun 2015 tenta.ng Pengangkatan dan‘bﬂ

‘Pemberhentlan Perangkat Desa maka Peraturan . o

: Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun o o

2015 tentang Perangkat Desa, sebagalmana telahv‘f"‘ |

‘dlubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten | o

; Karanganyar ) Nomor 10 Tahun 2016 tentang'”’jvuvi L

: Perubahan | atas Peraturan Daerah Kabupaten

) Karanganyar Nomor 16 ’I‘ahun 2015 tentang Pera_ngkat»:v‘:, L

: .Desa perlu dlubah ' SRR » :

. bahwa berdasarkanv pert1mbangan sebagalmana' ,, |

; ' ':v'j‘dxmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan :

AR Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan -
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun :
2015 tentang Perangkat Desa; . A

’vPasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negarak‘:...:’-’:"‘:‘,“ﬂ:, :.

'_,Repubhk Indonesm Tahun 1945 ;_ S o

-’Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang"i_':A o

: 'L1ngkungan Provms1 Jawa Tengah



B v;':-f’f:,vUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:"‘ff’f}].}fﬂ-;. o
= "::’V(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2014_;.' -
| -f",_'Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Repubhk’hﬁ o
'_“'v""':.-"-.;Indonesm Nomor 5495) L LT L !
_ _’V'.",Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang N |
)  3"'."::’..Pemermtahan Dacrah (Lembaran Negara Repubhk L ,
_i.f‘f',Indones1a Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan" h SR
Lk -3:”"ﬁ,;_Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 5587) 2
f;-‘sebagalmana telah dlubah beberapa kah terakhlrvi  ,"_> ’}f ‘
’dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 i
tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang :
_ f,:"Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah
”»"VF.‘»"(Lembaran Negara Repubhk Indone81a Tahun 2015;{_‘:?»_';_*_1
;"Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara chubhk"'i"
o ’IndoneSIa Nomor 5679), o «v” T
v. ::;Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang"i v. :
o : "."Peraturan Pelaksanaan ‘ Undang—Undang Nomor 6
) _‘ :  »"5 vTahun 2014 tentang Desa‘ (Lembaran Negara Repubhk:," -
)  » " fﬁ:iIndonesm Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan:,;vzvl L »
S _:v_’;._Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 5539),
':Sebagaumana telah d1ubah beberapa kah terakhIr BT
B ‘.:”dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 11 Tahun 2019..  ’
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemermtah " S
:';;“i: Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
,f?"i_’i”Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 S
v:f’_"}:_vtentang Desa- (Lembaran Negara Repubhk Indone81a"‘5}*vff o ‘
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara"y:'i}; o
Repubhk Indone31a Nomor 632 1), o ’
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 L
Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran : .
b | ':,"?Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor:
16, Tambahan Lembaran f Daerah Kabupaten N : Lo
’;”:bKaranganyar Nomor 41) sebagalrnana telah dlubahfj o
B 'dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganya-r E . .
Lo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ataS:'i.’ .
| -:vv,f;,.peramran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 , ' ; ‘,
.‘f“Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran : . |
‘ -‘v"’:;’li.fDaerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-’




Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatenv

o Karanganyar Nomor 62), |

~Dengan Persetujuan Bersama . : .
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
~ BUPATI KARANGANYAR |

MEMUT USKAN

© Menetapkan ;‘ PERATURAN. DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA'_ |

* ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
. NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA.

© Pasall

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
~ Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 ‘tentang Perangkat 1
Desa (Lernbaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah ‘Kab‘upaten

- Karanganyar Nomor '4“1‘), sebag'ai_man»a' telah diubah
dengan  Peraturan D_ger'ah‘: Kabupaten Karangénya:-s-

' Nofnor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ataS‘Peraturan

Daerah - Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 |

tentang Perangkat Desa - (Lembaran Daerah Kabupatenv ".
Karanganyar Tahun 20 16 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupatcn Karanganyar Nomor 62),‘
diubah sebagal berlkut v
1 Ketentuan Pasal 1 dlubah sehmgga berbuny1 sebagau
“berikut: ' ‘
| B Pasal 1 , ,
g Dalam Pcraturan Daerah i ini yang dlmaksud dengan
" '1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar o
2. »Pemenntah Daerah adalah Bupatl sebagal unsur
“ penyelt_enggara Pemermtahan Daerah yang
vm’emim‘pin pelaksanaan urusan Pemerintahan yarig.
menJad1 kewcnangan Daerah otonom. |

3. Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan ”

j urusan Pemerxntahan oleh Pemenntah Daerah dan .

Dewan Perwakxlan - Rakyat ‘Daerah  yang

‘menyelenggarakan urusan Pemermtahan menurut



»’asas otonom1 dan tugas . ,pembantuan 'dengan'

- pnns1p otonom1 seluas- Iuasnya dalam :sistcm dan

*pr1n31p ‘Negara Kesatuan Repubhk Indonesia -

-sebagalmana dxmaksud dalam Undang—Undang ’

Dasar Negara Repubhk Indone31a 'I‘ahun 1945

. Bupati adalah Bupatl Karanganyar

. Kecamatan adalah baglan wﬂayah dan Daerah .

Kabupaten yang dlplmpln oleh Camat.
Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di

bawah dan bcrtanggung Jawab kepada Bupat1 .

| melalul Sekretarls Daerah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang :

‘memlhkl batas w1layah yang berwcnang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemenntahan,‘_ o
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan» .

, prakarsa masyarakat hak asal usul, dan /atau hak
tradisional yang d1aku1 dan dlhormatl dalam sistem

: pemerlntahan Negara Kesatuan Republlk Indonesia. '
. Pemenntahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

-Pemermtahan dan kepentmgan ,masyarakat /v

setempat dalam sistem Pemermtahan Negara -

:‘Kesatuan Repubhk Indonesia. :
. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu

,}Perangkat Desa sebagax unsur penyclenggara

. Pemerlntahan Desa.

10,

Kepala Desa adalah pejabat Pemenntah Desa yang‘ vv

mempunyai wewenang, tugas, danvkewapban untuk

11

12.

‘menyelenggarakan ’rumé.h’} tangga 'Desanya dan

'melaksanakén tugas dari v__Pemerintah  dan

Pemerintah Daerah

. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu. v

Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan- dan

koord1na31 yang d1wadah1 dalam Sekretariat Desa,

dan unsur pcndukung tugas Kepala Desa dalam‘
pelaksa.naan , kebl_]akan yang ~diwadahi dalam
bentuk pelaksana teknis dan unsur kewﬂayahan

Sekretanat Desa adalah unsur Perangkat Desa yang |

dipimpin oleh Sekretans.D_esa dibantu oleh unsur -



o staf. Sekretarlat yang bertugas membantu Kep ala N

13,

Desa dalam bldang adm1n1stra31 Pemenntahan

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya' e

,dlsmgkat BPD. adalah lembaga yang melaksanakan

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil  dari pénduduk ‘Desa - berdasarkan

14,

"Pemermtah Desa, dan unsur masyarakat yang
15,

16,

keterwakllan w1layah ‘dan dltetapkan secara

‘demokratis. R

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD

d1selenggarakan oleh BPD untuk menyepakatl hal
yang bersifat strategls o
Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang -

bersifat konkrit, 1nd1v1dual dan final yang

~d1tandatangan1 oleh Kepala Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

” selanjutnya disingkat APBDesa adalah rcncana‘,

17

keuangan tahunan Pemerlntahan Desa.
Pegawai Negen Sipil adalah warga negara Indonesia
'yang memenuhi syarat téftentu diangkat sebagai

Pegawa1 Aparatur Slpll Negara secara tetap oleh

K jpeJaLbat pembma kepegawman untuk menduduki

- jabatan pemerintahan.

18,
19,

20,

Hari adalah adalah hari kezja -

'Putusan Pengadﬂan ‘adalah - pernyataan haklm.

yang dlucapkan da]am sidang pengadﬂan terbuka

’yang dapat berupa pemldanaan atau bebas atau

lepas darx segala tuntutan hukum

Tersangka ‘_ ‘adalah  seorang  yang ' karena
perbuatannya atau’ keadaannya berdasarkan bukti

permulaan patut dlduga sebagau pelaku tindak

, ‘pldana .
21.
~ dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
- 22,

Terdakwa v_adalahv se’Qrangv tersangka yang

'Terpidana adalah. seorang  yang dipidana
berdasarkan putusan pengadﬂan yang telah

| memp_eroleh‘kekuatan hukum_tetap. :



2. Ketentuan Pasal 9 dlubah sehingga berbuny1 sebagai

benkut
Pasal o

(1) PenJarmgan Bakal Calon Perangkat Desa d1lakukan '

melalul seleksi adm1n1stra31 oleh Panitia Penglslan |
Perangkat Desa. , ' ,

(2) Setelah proses penjaringah sebagaimana dimaksud |
pada ayat (1) dllakukan proses penyanngan melalui
' seleksi. ' , ’ ,

(3) Ketentuan lebih ’larijuf mengenai tata cara
penjaringén " dan | penyaringan : sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dlatur dalam
‘Peraturan Bupati.

. Ketentuan huruf e Pasal 14 diubah, schingga berbunyi

sebagai berikut:
- ’ " Pasal 14
Perangkat Desa dilarang : R

a. merugikan kepentlngan umum;

" b. membuat keputusan yang menguntungkan diri

sendm, anggota keluarga, p1hak lam, dan/ atau
, golongan tertentu; v
c. menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/ atau

kewajibannya;

. vd. melakukan tindakan d1skr1mmat1f terhadap warga

dan/atau golongan masyarakat tertentu;

" e. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan

tindakan yang seharusnya dilakukan - sehingga
meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan bagi
kepala Dusun mengaklbatkan kehllangan dukungan

' sebaglan besar warganya,

f. melakukan - kolusi, korupsi, dan »_nepotisme,

menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak
- lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukannya;



' g menjadl pengurus parta1 poht1k

h menjad1 anggota dan/ atau pengurus orgamsasi o |

o terlarang,

- i 'vmerangkap _]abatan sebagal ketua dan / atau anggota

o _BPD anggota Dewan Perwaklian Rakyat Repubhk

e IndoneSIa Dewan Perwakllan Daerah Repubhk L

: 'Indone31a, Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah"_f-:;‘;.”j=

- Prov1n31 atau Dewan Perwakllan Rakyat Daerah:’; o N

’Kabupaten/ Kota dan Jabatan lam yang dxtentukan]-'»_"'_’ R

- dalam Peraturan Perundang-undangan,

_] 1kut serta dan /atau. terhbat ‘dalam kampanyevﬂ]» _

pemlhhan umum dan/ atau ' pem111han Kepala -

Daerah

= k melanggar sumpah/ _]an_u Jabatan dan

’ 1 menmggalkan tugas selama 60 (enam puluh) han:vv‘"f -

ker_]a berturut-turut tanpa alasan yang Jelas dan}‘u_: S

B t1dak dapat dlpertanggung]awabkan

4 Ketentuan Pasal 15 d1ubah sehmgga berbuny1 sebaga1 -
berlkut | ' el
Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang t1dak melakSanakanv':f" R

o _kewapban dan melanggar larangan sebaga1mana_: R o
'_'d1maksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14

" dlkenakan sanks1 admlnlstrauf berupa
s a teguran, R ' S
b permgatan tertulls

o c. pemberhentlan sementara, dan o

d pemberhentlan sebaga1 Perangkat Desa . Cnoe

(2) Teguran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf
o a, d1ber1kan oleh Kepala Desa secara hsan dengan

dladmlnlstra81kan



(3) Pemngatan tertuhs sebagalmana dxmaksud pada
ayat (1) huruf b, dllakukan dengan tahapan-sebagai
benkut _ IR ‘

a. peringatan pertama, o .

b. apabila dalam jangka waktu paling 1ama 15 (hma
belas) Hari terhitung seJak tanggal pemberlan
peringatan pertama Perangkat Desa belum dapat
menyelesaikan permasalahannya, maka Kepala

Desa memberikan permgatan tertulis kedua
- dengan tembusan BPD; |

c. apabila dalam jangka waktu paling lama 15 (lima

belas) Hari terhitung sejak tanggal pemberian
| peringétan kedua sebagaimana dimaksud pada
‘huruf b Perangkat Desa belum dapat
menyelesalkan permasalahannya, maka Kepala
- Desa memberlkan permgatan tertulis Kketiga
dengan tembusan Camat dan Bupati, disertai
permchonan - untuk  dilakukan fasilitasi
penyelesaian permaéablahvan pelaksanaan tugas
Perangkat Desa; o

d. Bupati setelah menériiha témbdéan sebagafﬁana
L dimaksud pada huruf ¢, memerintahkan Tlm
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan -
Penyelenggaraan Pemermtahan Desa melakukan
. Klarifikasi kepada Perangkat Desa

| bersangkutan ' - }1‘
‘}en. hasil Klarifikasi sebagalmana dxmaksud pada

huruf 4, dlsampalkan ‘kepada Bupati dan
selanjutnya dlserahkan kepada Kepala D
“untuk dmndaklanjutl dan -

f. apablla berdasarkan hasil k}anﬁ

yang ,

- kasi terbukn
A er apat pelanggaran oleh Perangkat Desa

Kepa]a Desa atas rekomendasx Iaporan hasil

‘klanﬁkas:, dapat memberhentikan Perangkat

Desa yang bersangkutan

maka



5 Ketentuan Pasal 16 dlubah sehmgga berbuny1 Sebaga1 S

l:_berlkut
e : Pasal 16
 - (1) Kepala Desa mcmberhenukan perangkat Desa '
” setelah berkonsultas1 dengan Camat
' (2) Perangkat Desa berhentl, karena ”
. a rnemnggal dunia; |
R ‘, b permmtaan sendm,v dan
| c d1berhent1kan ” |
(3) Perangkat Desa d1berhent1kan sebagalmanai o
d1maksud pada ayat (2) huruf c karena
“a. u31a telah genap 60 (enam puluh) tahun
b dmyatakan sebaga1 Terpldana yang dlancam"
dengan p1dana penjara palmg s1ngkat 5 (hma),
" tahun berdasarkan Putusan Pengadllan yang"
- telah mempunya1 kekuatan hukum tetap,
c. berhalangan tetap, “ R |
d tzdak lagi memenuhl pérsyaﬁ'atan o séﬁagai
perangkat Desa; dan Sl E

- e melanggar larangan sebaga1 Perangkat Desa.

R f ‘» (4) PemberhentIan Perangkat Desa sebagaiména’

- d1maksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b“ i

| ‘terh1tung setelah d1tetapkan v_
(5) Pemberhentian | Perangkat Desa N sebagmmana

dlmaksud pada ayat (2) huruf c, dlkonsultaSIkan
terleblh dahulu kepada Camat ’

| ;"(6) Camat sebagalmana dlmaksud pada ayat ()

o membenkan rekomenda51 secara tertuhs dengan |

Perangkat Desa R

"'\.”'_dltetapkan oleh Kepala Desa dan dlsarnpalkan>:':‘,"i:f_’,v;‘"j‘ "

o 'Sbkepada Camat paling 1ambat 14 (ernpat belas) Hari .

berdasarkan pada PerSyaratan Pemberhentlan



| 6. Ketentuan Paé.él 17 - diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 17

' (1) Perangkat Desa dlberhentlkan sementara oleh.

Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentlan “sementara  Perangkat Desa

,sebagalmana dxmaksud pada ayat (1), karena:

a'

dltetapkan sebaga1 Tersangka dalam tindak
pidana korupsi, teronsme, ‘makar, dan/atau‘
tindak pidana terhadap keamanan negara;

dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam
dehgan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun berdasarkan register perkara di

| pengadilan;

. tertangkap tangan dan ditahan; dan

melanggar larangan sebagal Perangkat Desa

yang diatur sesua1 dengan ketentuan peraturan

o perundang- undangan.

(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara

 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf

b, dan huruf ¢ diputus bebas atau tidak terbukti

_ bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan  hukum "tetap,

dikembalikan kepada jabatan semula.

- 7. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Pasal 18

Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

Dihapus.

bihapus.

Pasal 19

. Kétentuan Pasal 20 }dihapus. |

Pasal 20 _v



P

10.Ketentuan Pasal 21 dihapus.

! ,
- Pasal 21
Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 21A diubah, sehingga berbunyi

sebaga1 berlkut |

~ Pasal 21A , .

(1) Dalam hal- ter_;adl ke‘kosongan jabatan Perangkatv |
Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong
dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dlrangkap‘
oleh Perangkat Desa lain.: v _

(2) Pelaksana tugas sebagalmana d1maksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat
permtah tugas ‘yang| tembusannya disampaikan
kepada Bupati melalui Camat palmg lambat 7.
(tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penugasan.

- (3) Pengisian jabatan ‘Pelrangkat Desa yang kosong

' paling lambat 2 (dl',la) bulan terhitung sejak
Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. ‘
(4) Pcnglslan Jabatan Perangkat Desa sebagalmana
dlmaksud pada ayat (3) dapat dllakukan dengan

cara:

S a. 'mutasi jabatah antar Perahgkat ‘besa di

lingkungan Pemermlah Desa, atau '
b. penJarlngan dan penyaringan calon Perangkat
 Desa. ‘ ‘

(5) Pengman jabatan’ Perangkat Desa sebagalmana"
dlmaksud pada ayat (4) d1k0nsulta31kan dengan
Camat , ,

(6) Ketentuan leblh lanjut mengenal peng1s1an Jjabatan
Perangkat Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat

(1) diatur dalam Peraturan Bupati.




.

12, Ketentuan Pasal 23 dlubah sehmgga berbuny1 sebaga1

berikut:
Pasal 23
(1) Kepala Desa .dapat melaksahakan ‘mutasi jabatan
- antar Perangkat ‘Desa dengan tujuan efektlﬁtas,
efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan
: untuk menunjang kelancaran pcnyelenggaraan
pemerintahan dan - pe}mbangunan Desa, serta
pemngkatan pelayanan masyarakat o o
(2) Muta81 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), dapat :
dllakukan dengan cara mutasi- jabatan antar
| Perangkat Desa di hngkungan Pemermtah Desa. ‘
(3) Kepala Desa dapat melaksanakan | mutasf
sebagmmana dlmaksud pada - ayat (2) ‘setelah
mendapatkan rekomendam Camat. - »
(4) Ketentuan leblh lanjut mengenai mutasi
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) diatur dalam .

Peraturan Bupati.

13. Di-antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu)
BAB, yakni BAB VIIA sehingga berburiyi - sebagai
- berikut: . : ) .
| N " BABVIIA
) PENANGANAN PERMASALAHAN PERANGKAT DESA

| Pasal 23B

(1) Dalam hal terjadi permasalahan mengenal Perangkat :
Desa, Bupati dapat mcnunJuk Tim Fasilitasi

Penyelcsalan . Permasalahan ' Penyelenggaraan
Pemermtahan Desa untuk melakukan penanganan
permasalahan Perangkat Desa. '

(2) Tim sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dapat
merekomendasikan  tindak lanjut penyelesaiar»l’
: permasalahan Perangkat Desa berupa pemberhentxan
‘atau  pengenaan  pemberian sanksi lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan "
: permasalahan Perangkat Desa sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupat1

v v - Pasal II ,
Peraturan ‘Dae.rah‘ ini mulai berlaku pada tanggal -

diundangkan.

 Agar setiap orang menget‘éhu‘_iﬁya, memerintahkan o
- pengundangan  Peraturan  Daerah  ini  dengan
v penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar

Diti:tapkan dl Karang‘anyarv .
" pada tanggal 23 Mei 2019
BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO -
: Diundarigkém di Karanganyar

- pada tanggalSl Mei 2019 .
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

e SUTARNO _ : s :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR '
PROVINSI JAWA TENGAH: (8- 126/ 20 19) '




1.

II.

PENJELASAN
| | | ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
o NOMOR 8 TAHUN 2019
| TENTANG |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

_KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA -

UMUM

Dengan dlundangkannya Peraturan Menterl Dalam Negeri

Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

v‘Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
‘Pemberhentlan Perangkat Desa, terdapat beberapa ketentuan dalam

:Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015

tentang Perangkat Desa, sebagalmana telah diubah dengan Peraturan‘

'Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

’ Perubahan atas Pcraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 -

- Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Sehubungan dengan hal  tersebut, guna kelancaran

“penyelenggaraan Pemermtahan Desa, maka Peraturan Daerah

- Kabupaten Karanganyar mengena1 Perangkat Desa perlu diubah dan

dlsesualkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
 Pasal 1
| ‘ Cukup jélaé.’
V Pasal 9
) _ Cukup Jelas.
' Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
| : Cuklip jelas.
-Pasal 17
| Cukup jelas.



Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19 A o
o CukupJelas.j AR
' Pasal 20
- CukupJelas.

:Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 21A

o Ayat(l) R . | o
- Yang dlmaksud ”Dalam hal ter_]adl kekosongan

_]abatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat

Desa yang kosong dllaksanakan oleh pelaksana

"'tugas yang d1rangkap oleh Perangkat Desa lain yang

tersedia” adalah tugas Perangkat Desa yang kosong

- dapat dlrangkap oleh Perangkat Desa dari semua
"  posisi Jabatan Perangkat Desa.

Ayat (2) '

_ Cukup _]elas
Ayat( ) o

Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a R ]
| 'Yang dlmaksud “mutasi  jabatan antar
perangkat Desa d1 linglclingan pemerintah
Desa” adalah penglslan Jabatan Perangkat
o Desa mela1u1 mutas1 Jabatan antar perangkat
Desa di hngkungan Pemenntah Desa yang
bersangkutan '
Huruf b
. Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6) _
‘Cukup jelas.

Pasal 23 -
‘ Cukup jelas.
 Pasal 23B
Clllkupvjelas.



Bosatn
' Cukupjelas. B
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